
 

10 PEBRUARI 2012 
BERITA DAERAH 

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 

SERI  E 
NOMOR 2 

S A L I N A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 10 TAHUN  2012 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG                             
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JOMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Jombang pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Jombang. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia Nomor  4437) sebagaimana  telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844);  
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7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor   32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4490); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4812); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 
tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 

tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan 
Air Minum; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang 

Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1990 

Nomor 8/C); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/A); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2011 Nomor 13/A). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

dan 

BUPATI JOMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PADA  PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  JOMBANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Jombang. 

5. Bupati adalah Bupati Jombang. 

6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 

kepemilikan aset Daerah yang semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah 
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 

modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. 

7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau 

kekayaan Daerah yang belum dipisahkan serta dapat 
dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan Daerah. 

8. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang yang 

selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Jombang, adalah 
Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang 

modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan 
Daerah yang dipisahkan. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.  
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BAB  II 

PENYERTAAN MODAL 

 Pasal  2 

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Jombang pada PDAM Kabupaten 

Jombang. 

BAB  III 

TUJUAN 

Pasal  3 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan untuk 
investasi pembangunan jaringan air minum bagi masyarakat 
wilayah utara Brantas (Kecamatan Kudu dan  Kecamatan 

Ngusikan) sebagai dana dari usaha bersama yang 
dialokasikan dari APBD.  

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang  
dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan 

dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi 
masyarakat. 

BAB  IV 

BESARAN DAN SUMBER DANA 

Pasal 4 

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang 
pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus 

juta rupiah). 

Pasal 5 

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan rincian 
alokasi sebagai berikut : 

a. sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 
rupiah) pencairan pada Bulan Mei 2012; 

b. sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pencairan 

pada Bulan Oktober 2012. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

 Ditetapkan di Jombang 

 Pada tanggal 25 Januari 2012  

 BUPATI JOMBANG, 

                   ttd. 

     S U Y A N T O 

Diundangkan di Jombang 

Pada tanggal 10 Pebruari 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN JOMBANG, 

  ttd. 

M. MUNIF KUSNAN 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 2/E 

Salinan sesuai aslinya 

a.n Sekretaris Daerah 
Kepala Bagian Hukum Setda 

Kabupaten Jombang 

 

 

GATUT WIJAYA,SH, M.Hum 
Pembina 

NIP: 196912141994031005 
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